BUPATI ENREKANG
PROVINS] SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUFPATI ENREKANG
NOMOR b Tawun 013

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENRERKANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 16 ayvat (5] Peraturan
Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2021,
untuk mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana, Perlu penyusunan dokumen
Rencana Penanggulangan Bencana sebagai upayva
penguatan koordinasi dan kerjasama dalam hal
Penanggulangan Bencana;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2023-2027;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran  Megara  Republik Indonesia
Nomor 1822);







-

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana
telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pekerja Sosial [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);







8.

9.

10,
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12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Nepara  Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelengearaan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830),;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keunagan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-
2024| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 204},

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Data Informasi Bencana Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor }i
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15,
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Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem
Komande Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata Cara Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menrengah Daerah, Dan Rencana
Keria Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1541):

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Entrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 20008, Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor
21);

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pertauran Daerah
Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menegah Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2020-2023;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BLUPATI ENREKANG TENTANG
RENCANA PENANGGULANCGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2023-2027.

BAB 1
KETENTU UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah,

3 Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, yang selanjutnva disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakvat daerah vang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.

4. Bupati adalah Bupat Enrekang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakil
Rakvat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan vang

menjadi kewenangan Daerah.

BAB 11
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Ruang lingkup RPB memuat  panduan penyelenggaraan
penanggulangan bencana vang disusun berdasarkan kajian risiko
bencana serta kondist terkini penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Kabupaten Enrekang, vang terdiri dan :
a. tujuan
b, sasaran
c. kebijakan program, dan
d. berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi
mandat Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam penvelenggaraan
penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan dan dapat
ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika
terjadi bencana besar,
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Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan
parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan
penanggulangan bencana yvang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada
prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait
dan lintas 6ogist dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Peraturan Bupati imi dimaksudkan sebagai acuan dan parameter
keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan

. penanggulangan bencana yvang menyeluruh, terargh, dan terpadu pada
prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait
dan lintas bogist dalam penvelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untulk :

a, menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan bencana, baik
prabencana, saat bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi
masyarakat, bogis, dan lingkungan dari dampak bencana vang terjadi;

b. acuan dan arah vang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas

. masvarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan
penanganan pencegahan, kedaruratan, dan rehabilitasi bencana di
Daerah; dan

c. mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam
penanganan kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi pedoman
dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah.

BAB I11
PELAKSANAAN
Pasal b

(1) RPB dilaksanakan melalui sasaran yang meliputi:
a. terlaksananya wupaya kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan,
penanganan kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi rekonstruksi

terhadap seluruh bencana prioritas yvang berpotensi terjadi di Daerah
untuk dilakukan secara efektif dan optimal;
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b. meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di
[aerah dalam perencanaan penanggulangan bencana; dan

¢. terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam
penanggulangan bencana dengan tetap mengedepankan kondisi
budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

(2] Sasaran RPB sebagaimana yang dimaksud pada avat (1) dituangkan dalam
dokumen RPB,
{3} Isu strategis vang menjadi prioritas dalam RFB, vaitu;

a. Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik wilayah geografis, hidrologis
dan geologis yang menjadi sumber-sumber bahaya. Kondisi rawan
bencana disebabkan ketidak seimbangan aspek ekonomi, lingkungan,
prilaku social masyarakat sehingga mendorong datangnva bahaya,
seperti contoh perubahan konversi pola tanaman perkebunan menjadi
pertanian jangka pendek, ekstensifikasi/perluasa lahan serta
ekspoloitasi hutan (alih fungsi lahan);

b. Terbatasnya pengetahuan Pemangku Kepentingan Daerah dan
Komunitas terkait Penanggulangan Bencana (PB) di Kabuapten
Enrekang. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten menhyebutkan
terdapat 7 jenis bencana utama di Kabupaten Enrekang, vaitu Bencana
banjir, banjir bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca
Ekstrim dan Tanah Longsor serta Gempa Bumi; dan

c. Minimnya Kebijakan dan Dukungan Sumber Dayva vang mengatur
pengarus utamaan Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan dan
Penggaran Daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap
darurat pada tingkat Pemerintah daerah belum optimal.

(4) Dokumen RPB vang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3) Dokumen RFB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan oleh
permerintah  daerah di dalam menyusun dan menetapkan
program /kegiatan penanggulangan bencana kabupaten Enrekang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6] Mekanisme monitoring dan pelaksanaan Rencana Penanggulangan
Bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang,
perangkat daerah terkait, dan lintas sektor tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan
oleh pemerintah daerah di dalam menyusun dan menetapkan
program /kegiatan penanggulangan bencana kabupaten Enrekang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme monitoring dan pelaksanaan Rencana
Penanggulangan Bencana  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah
kabupaten Enrekang, perangkat daerah terkait, dan lintas sektor
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
FPasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Enrekang,

Ditetapkgn di Enrekang
— — . ada tagggal o jan 20y,
. BUPATYENREKANG,

%/hj MUSMMIN BANDO

Diundangkan di : ENREKANG
Pada Tanggal : 10 Jamair 20173

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR £







RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
2023-2027

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
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2022







RENCANA PENANGGULANGAN BEMCANA (RPE)
KABUPATEN ENREKANG
TAHUMN 2023-2027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wh

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah,
maesyaraksat dan dunia usaha. Dalam pengertian ini, setiap oreng etau komunitas ikut
bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Sebagai wujud implementasi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tenlang Penanggulangan Bencana, khususnya
dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemaerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,
diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dengan Hal
tersebut maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana,
mulal darl pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke
pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diwajibkan untuk mengacu pada
dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah
disusin ini dapal dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dan masing-masing.
Satuan Kera Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Enrekang. Kami
berharap agar dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang inl
dapat membaniu mplementasi upaya-upaya dalam kegiatan pananggulangan bencana
secara lebih terencana, lehih terarah, dan terintegrasi dengan visi Kabupaten Enrekang
yakni Enrekang Maju,Aman, Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius.

Akhimya kami mengucapkan terima kasih kepads semua pihak dan para
pemangku kepentingan yang telah berperan sarta berkontribusi dalam penyusunan
dokumen ini, Semoga dokumen ini bermanfaat dan Allah SWT, selaly memberikan
petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita.

Amin Ya Rabbal'alamin

Enrekang, Saptember 2022
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang

Arsil Bagenda







REMCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KABUPATEN ENREHANG
TAHUN 2023-202T

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumaen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RPB) disusun
untuk memberikan arahan yang |elas. terkoordinasi dan Kolaboratif dalam rangka
panyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang. Dokumen RPB
Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan histor kejadian
bencana yang menempatkan bencana RPB Kabupaten Enrekang sebagai bencana
prioritas uniuk ditangani pada perode 2023-2027. Seluruh pendekatan yang
dilaksanakan cleh Pemerntah Kabupaten Enrekang diharapkan tidak hanya dapat
menekan tingkat risiko bencana saat ini namun juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur
bagi daerah kabupaternkota, balk di dalam maupun di luar Kabupaten Enrekang datam
tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Masalah pokok yang dihadapl di Kabupaten Enrekang diperoleh dari hasil kajian
risiko bencana yeng disinkronkan dengan RPJMD juga mempertimbangkan kondisi
internal dan ekstemal wilayah. Masalah pokok dalam RPB Kabupaten Enrekang adalah:

1. Enrekang memiliki karakteristik wilayah geagrafis, Hidrologis dan geologis yang
menjadi sumber-sumber bahaya dianlaranya lerdapat cakupan lahan pertanian
dan perkebunan yang canderung miring pada kawasan pegunungan.

2. Perilaku masyarakat memicu kerusakan lingkungan dan mendorong datangnya
bahaya, diantaranya dengan pola tanaman musiman, konversi lahan
perkebunan ke pertanian Holtikultura, serta bercocok tanam sepanjang tahun
menjadi pemicu lerjadinya degradasi lingkung

3. Kapasitas masyarakat dan pemerintah dasrah Kabupaten Enrekang terkail
penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih
rendah, hal ini juga termasuk mengindkasikan lelembagaan penanggulangan
bencana memifiki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang
ierbatas.

RPE Kabupaten Enrekeng dapat menjadl pedoman penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang yang disinkronisasi dengan RPJMD
Kabupaten Enrekang dan menjadi acuan bagi Kabupaten Enrekang dalam menyusun
dokumen perancanaan penanggulangan bencana daerahnya guna terselenggaranya
pananggulangan bancana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
sesuai dengan amanat perundang-undangan.







RENCAMA PENANGGULANGAN BENCANA [RPB)
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023-2027

DAFTAR ISTILAH

s Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BFBD,
adalah Satuan Kera Perangkal Daersh Pemeriniah Daerah yang metakukan
yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

s Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karaktenstik binlogis, kiimatologis,
geografis, geologis, sosial, ekonomi, politk, budaya dan teknoliogi suatu
masyarakat di suatu wilayah umtuk jangka waktu tertentu yang berpotensd
menimbukan korban dan kerusakan

= Bencana adalsh penstiwa atau rangkaian perisliwa yvang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakal yang disebabkan, baik
oleh fakior alam danfatau nonalam maupun fakltor manusia sehingga
meangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
haria benda, dan dampak pskologis

= Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah
sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana
sertsa mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil
maupun bencana dalam skala besarierdapat banyak faktor yang dapal
meaningkatkan lerjadinya resko bancana

« Forum Pengurangan Risike Bencana adalah wadah yang menyatukan
organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-
upaya pengurangan risiko bencana (PRB)

« Kajlan Rislko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberkan
gambaran menyaluruh lerhadap nsike bencana suatu deerah dengan
menganalisis tingkat ancaman, lingkal kerugian, dan kapasitas daerah dalam
bentuk tertulis dan peta

s Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan
yang dimiliki pameriniah dan masyarakal yang memungkinkan meraka untuk
mempersiapkan dir, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan
dirl serta dengan cepat memulihkan dirl dar akibat bencana

= HKerangka Kerangka Kerja Sendal adalah instrumen turunan dar Kerangka Aksi
Hyogo. Kerangka Kerja Semdai adalah rencana pengurangan risiko bancana 10
tahun {2015-2030) untuk menjelaskan, menggambarkan dan detall pekerjaan
yang diperiukan dan semua sekior dan aklor vang berbeda untuk mengurangi
kerugian bencana

s Kerentanan (wvulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu
masyarskal untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan
menanggapt dampak bahaya tartentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial
budaya, fisik, ekonomi dan fingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam
penysbab







RENCAMA PENANGGULANGAN BENCANA (RPE)
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023-2027

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah
yang fepat guna dan berdaya guna

Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderila atau
meninggal dunia akibat bencana

Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko
bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan
menghadapi ancaman bencana

Mitigasi fisik (structure mitigation) adalsh upaya dilskukan untuk mengurangi
rsiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan
kemampuan menghadapt ancaman bencana dengan mambangun infrastruktur
Mitigasi non-fisik (non-structure mitigation) adalah upaya yang dilakukan
untuk mengurang: risiko bancana deangan menurunkan kerantanan dan' atau
meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan
meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi
bencana

Non proletisl adalah bahwa ditarang menyebarkan agama atau keyakinan pada
saal keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberan bantuan dan
pelayanan darural bencana

Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat,
lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabiliasi
Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang
meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana;
pencegahan bencana, mitigasl bencana, kesiap-siagaan, tmnggap darurat,
rehabilitasi dan rekonstruksi

Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan uniuk mencegah
terjadinya sebaglan atau saluruh bencana

Pengungsi adalah orang atau sakelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
keluar dari tempat tinggalinya untuk jangka waktu yang belum pasi sebagal akibat
dampak buruk bencana

Pengurangan rislko bencana (disaster risk reduction) adalah segala tindakan
yang dilakukan untuk mengurangl kerentanan dan meningkatkan kapasitas
terhadap |enis bahaya lertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tedsniu
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalsh serangkalan upaya
pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana,
saat bencana hingga tahapan sesudsh bencana yang dilakukan secara
terencana, terpadu, terwoordinasi dan menyeluruh

Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera
mungkin kepada masyarakat tenlang kemungkinan terjadinya bencana pada
suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
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Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstrukiur yang
disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan
bagaimana cara penanganan bencana

Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional
pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasiitasi pangendalian
operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB
Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbalkan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadal pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar semus espek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pads wilayah
pescabencana

Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabesncana, balk pada
tingkst pemerntahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum
dan ketertiban, dan bangkitnya peran sarfa masyarskat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana

Rencana Penanggulangan Bancana yang selanjutnya disebut RPB 2021-2025
adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jargka waktu
tahun 2021 sampal dengan tahun 2025

Rencana Kontinjensi adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana
yang didasarkan pada keadaan kontinjansi atsu yang belum tentu tersebut. Suatu
rencana kontinjensl mungkin tidak selalu pemah diaklifkan, jika keadsan yang
diperkirakan tidak terjadi

Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suaty wilayah dan kurun wakiu lertenfu berupa kematian, luka, sakil, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi. kerusakan atau kehilangan harta,
dan gangguan kegiatan masyarakat

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
hukum

Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkalan jaringan kesa
berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan uniuk melakukan kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bancana untuk mengurangi
dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perindungan
pengurusan pengungsl, panyalamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Status keadaan darurat bencana adalsh suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka wakiu lertentu alas dasar rekomendasi badan yang
diben fugas untuk menanggulangl bancana

Tanggap darurat (emergency response)] bencana adalah upaya yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, avakuasi korban

v
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dan hara benda, psmenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsl, penyelamatan, sera pemulihan pra-sarana dan sarang

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana yang selanjuinya disebut ZFPB
adalah mekanisma panalapan wilayah intervensi teknis pamernniah provinsi di
kabupaten'kota
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah ditetapkan melalui
Keputusan Presiden [Perpres) No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
Penanggulangan Bencana (RIPB), dimana Pemeafntah Daerah menyusun
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Menurut Indeks Risiko Bencarna (IRBI 2021). Badan Nasional
FPenagggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan tngkat risikoe bencana
kabupaten Enrekang pada peringkat 142 dengan score 31, 39 atau kategori Tinggi,
sehingga menjadi salah satu deerah yang rawan akan bencana. Salah satu yang
dapat dilakukan sebagal upaya penanganan bencana dengan melakukan
perencanaan Penanggulangan Bencana (PB). Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten diharapkan memberkan
kontribusi pada pengatahuan risiko atas multi bahaya yeng berpotensi teradi di
wilayah Kabupaten Enrekang dan adanya rencans aksi strategis Pamarintah
Daerah dalam Penanggulangan Bencana pada masa pra bencana, saatl bencana
serta pasca bencana.

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang teretak + 235 Km sabelah
utara Makassar. Secara geografi Kabupatan Enrekang teretak pada koordinat
antara 3° 14' 36" sampai 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119" 40° 53" sampai 120"
06° 33" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebasar 1.786 01 Km® atau sebesar 2 83
persen dar luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak + 225172
jiwa. Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya memnggir
gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dar Endeg yang
artinya Nak Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan,
Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampal saat ini bahkan
dalam Adminsitrasi Pemerntahan telah dikenal dengan nama "ENREKANG" versi
Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daesrah Kabupaten Enrekang adalah daerah
pegunungan sudah mendekall kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang
terdirl dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyamburg mengambil +
85% dari seluruh luas wilayah.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Enrekang
tahun 2022-2025, Enrekang memiliki 7 (Tujuh} potensi risiko bencana yang
mangacu pada hasil analisis, meliputi bahaya banjir, kebakaran hutan dan lahan,
tanah longsor, cuaca ekirim (puting bediung), banjir bandang, kekeringan dan
gempa buml. Ketujuh bahaya tersebut dihitung berdasarkan nilai bahaya dan
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kerantanan serla dibagi dengan kKapasitesnya sehingga menghasilkan polensi
risiko bencana di wilayah kabupaten Enrekang .

Catatan kejadlan bencana Data dan Informasi Bencana (DIBI) dalam
rentang tahun 2016 sampal 2022 terdapatl 24 kejadian bencana diantaranya
banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan puting beliung. Kejadian
tersebut menyebabkan 502 korban jiwa dan sejumlah warga lerpapar termasuk
kerusakan rumah serta fasilitas umum. Belajar darl sejarah kebencanaan daerah
di atas, diperiukan penataan penanggulangan bencana yang lerancana, lerukur
dan terpadu dalam mengoptimalkan upaya-upaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang efekiif dan tepat. Untuk pencapaian upaya
tersabut, maka diperdukan adanya kebijakan-kebiakan wyang tepat agar
terjaminnya keamanan dan kenysmanan masyarakat dalam melakukan segala
aktivitaznya,

Dengan demikian adanya potensi dampak bencana yang berpeluang terjadi
di waktu mendatang di Kabupaten Enrekang memeriukan findakan perencanaan
yang komprehensil agar dapal dilaksanskan secara terkoordinasi, terpadu,
terarah dan menyeluruh dalam penanganan pencegahan, tanggap darurat serta
pasca bencana melalui kebljakan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Sesusi amanat Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penangguiangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serla Peraturan Pemarintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 6 agar
Pemenntah dan Pemerintah Dasrah dalam upaye Penangguiangan Bencana,
mempunyal perencanaan Penanggulangan Bencana. Dokumen RPE disusun
secara partisipatif, melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan terkalt
kebencanaan, mula: dan proses Pengumpulan Data, Sosialisasi dan Internalisasi,
diskusi kelompok, diskusi publik, paparan hingga finalisasi dokumen RPE. Setiap
perwakilan Pemangku kepentingan daerah (stakehoiders) berkomitrmen
mengawal dokumen RPB sampai ke Peraturan Bupatl.

Setelah proses |egislasi maka rencana aksi dalam dokumen RPB secara
farmai dapat dimplementasikan dan disebarusskan kepada semua pemangku
kepentingan kebencanaan di Kabupaten Enrekang

Pemerintah Kabupaten Enrekang menyusun Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana perode 2023-2027. melalui alokasl dana APBD
Kabupaten. Dokumen ni diharapkan menjadi landasan perencanaan
kebencanaan sehingga Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki dasar dalam
manyusun dan mangambil kebijakan unituk upaya penangguiangan bencana di
Kabupaten Enrekang.

1.2 Tujuan

Rencana Penanggulangan Bencana WKabupaten Enrekang Tahun 2023-
2027 disusun dengan lujuan;
a. Menjadi panduan dan rujukan daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang;
b. Mempersispkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinas|
umtuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Enrekang;
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c. Meningkatkan kinerna antar lembaga dan instansi penanggulangan
bencana di Kabupaten Enrekang menuju profesionalisme dengan
pencapaian yang terukur dan terarah;

d. Membangun dasar yang kuat untuk kemitrean penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

e. Melindungi masyarakatl di wilayah Kabupaten Enrekang dari ancaman
bencana.

1.3 Kerangka Pikir

Dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang disusun
berdasarkan dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang disusun oleh BPBD
Kabupaten Enrekang melalui kemitraan dengan Pusat Studl Kebencanaan UM
Tahun 2022. Informasi yang disusun dalam kajian rsike sepanuhnya dijadikan
acuan dalam penentuan wilayah dan bencana prioritas yang akan ditangani oleh
BPBD Kabupaten Enrekang. Dokumen RPB disusun secara partisipatif olah tim
penyusun dan dipresentasikan kepada OPD lingkup Kabupaten Enrekang, BPBD,
Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidrup, Dinas Sosisl, Dinas Kesehatan,
Bappelitbangda, Perhubungan, Dinas Peranian, Polres Enrekang, TNI, Kepala
Desa/Melurghan dan Camat se-Kabupaten Enrekang. Berikul kerangka pikir
penyusunan dokumen RPB Kabupaten Enrekang 2023-2027:

Pangumpulan data RPIMD. Renstra OFD,
Sosialisas RFE OPD,
; el Angiiip Enrekang Dalam Angk
Pengumpulan daia ancaman, kersnisnan
B =N dan kapasiias seria fisiko bencana dari
KRB
WMM”TH Parumusan kssue Sirategls, Panentusn
po ljusn  dan  Sasaran  ponanggulangan
bencana
Panyusuman  program aks  dasrah
" panEnglanaEn b
Konsultasl Draft RPB ke BMNPE
Ravisi Drafl RPB berdasarkan inpul BNPE
oleh BPBD dan tim Peamusun | — tatsrisninie
Korsullas: Publik draft dokumen | Ravisi drafi dokuman RPE berdassrkan
RPB * friEsukan dalam konsultast pubds oleh tim
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1.4 Hedudukan dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dan
perencanaan pembangunan daerah, Sefiap rencana yang dihasilkan dalam
parencanaan ini menpakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan mandat dari Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan
ketentuan Penyusunan RPE Inl Juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang
terdapat dalam Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional Kurun waktu pelaksanaan RPB (RFE)
adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), yaitu 5 (lma) tahun dan merupekan masukan bagl RPJMD Kebupatan
Enrekang, khususnya di bidang Penanggulangan Bencana.

RPB Kabupaten Enrekang disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan,
yaknl tahun 2022-2026. Dokumen RPB inl akan dilakukan peninjauan kembali
sefiap 2 tahun sekall untuk dievaluasi dan diadakan penyesusian-penyesuaian
sesual dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah besera
penanganan pananggulangan bencana daerah Kabupaten Enrekang.

Dokumen RPB Kabupaten Enrekang merupakan dokumen daerah yang
dimiliki oleh Pemeriniah Dasrah Kabupaten Enmekang beserta jajaran di
bawahnya. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten
Enrekang memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasl RPB Inl sampai
menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Deerah, sebagal payung hukum dalam
pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Enrskang.
Dengan demikian, segala bentuk pertanggungiawaban, hak dan kewaljiban,
gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan
bencana daerah Kabupaten Enrekang ada pada Pemerintah Kabupaten Enrekang
beserta lambaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Kabupaten Enrekang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi datam;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Masional,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinst;

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasicnal;

Rencana Tala Ruang Wilayah Provinsi;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaien,;

Rencana Penanggulangan Bencana:

Rencana Pembangunan Jangka Meanangah (RPJM) Nasional;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Kabupaten;

Rarmana—mnﬁmn tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Kabupaten Enrekang.

ol b B EE i







RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPEB)
HABUPATEN ENREKANG
- TAHUN 2023-202T

| SmCAMARNGEA | RENCAWABMGER | g sraxiven | mmcomausiens | sewoans
;""#ﬂ'm““",l;""“"’ ey WATORAL{S sl | (ki L Taaeas

LT Sm—— W— |

Gambar 1 Kerangka Koordinasi Pecencanaan Penanggulangan Bencana

1.5 Landasan Hukum

ARPB Habupaten Enrekang dibual berdasarkan landasan hukum yang

berdaku di Indonesia dan Kabupaten Enrekang. Landasan hukum fersebut adalah:

1. Undang-Undang Momor 47 Prp. Tahun 1860 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat |

Sulawesi Utara Tengeh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

1860 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 2102), Jo Undang-Undang Memor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Paraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Momaor 2

Tahun 1564 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara

dan Dasrah Tingkat | Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 47 Prp. Tehun 1960 tentang Pembentukan Daarah

Tingkat | Sulawas| Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat | Sulawes|

. Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubilik

indonesia Tahun 1964 Momor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687 ),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tembahan Lembaran negara Republik Indonesia
Momor 4421);

d. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5587)
sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan LUindang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubanan Kedua Atas Undang-

5
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10.

1.

12,

13

14.

Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ODaerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Namor 5673);
Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,

Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan
Bancana (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Peraturan Pemerintah MNomor 39 Tahun 2006 tentang Taia Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 lentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pasmbangunan MNasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 20068 Momor 97, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesla Nomor 4664 );

Peraluran Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang Peambagian
Urusan Pemarintahan Antara Pemarniah, Pemarintahan Daerah
Provinsi dan Pemenintahan Daerah Kabupaten/®ota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Momaor 4737);

Peraluran Pemarntah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas| Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nemor 21 Tahun 2008 tentang Penyslenggaraan
FPenanggulangan Bencana (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4828),

Peraturan Pamerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pambinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemaerintah Momor 23 Tehun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Intemnasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam
Penengguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNomor 44 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4830);
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15.

16,

17.

18,

19.

21.

FPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 48, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4833}

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Peiayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Momor 2,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor §178);
Peraturan Presiden Momor 8 Tahun 2008 tentang Badan Masional
Penanggulangan Bencana,

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Momor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kera Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomar 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 8
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kera Inspakiorat, BAPPEDA,
Lembaga Teknis Daarah dan Lembaga Lain Kabupatan Enrakang;
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang 2018-
2023.

Peraturan Bupati Enrekang Momor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bancana
Daarah.

1.6 Ruang Lingkup

Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Enrekang memuat panduan
penyslsnggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian
risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kapupaten Enrekang. FPanduan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, keb§akan
program dan berbagal kegistan sera alokasi anggaran yang menjadi mandat
FPemerntah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan penangguiangan
bencana selama (ma tahun ke depan. Rencana penanggulangan bencana
Kabupaten Enrekang ini ditujukan pada pra bencana, pada saat bencana dan
pasca bencana. Selain tu dokumen Inl juga menjabarkan mekanisme yang
mampl manjamin penerapan pemantauan dan avaluasi dar parencanaan.
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Il
KARAKTERISTIK & ISU STRATEGIS
KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Kabupaten Enrekang dengan lbukota Enrekang teratak + 235 Km sebelah
utara Makassar, Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat
antara 3" 14" 36" sampai 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" sampai 120°
D6’ 33" Bujur Timur, dengan luas wilayah sahesar 1.788.01 Km* atau sabasar 2 83
persen dan luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang mempunyai
batas-batas wilayah sebagal berikut :

= Sebeiah Utara; Kabupaten Tana Toraja;
= Ssabelah Selatan: Kabupaten Luwi;

=  Seabeiah Timur: Kabupatan Enrekang;

» Sebeiah Barat Kabupaten Pinrang;

Selama selengah dasawarsa lerakhir telah terjadi perubahan wilayah
adminisirasi pemerintahan bak pada ftingkat kecamatan maupun level
desalkeluranan. Saat ini Enrekang telah menjadi 12 kecamatan dan 129
desa/kelurahan. Dard 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah
Kacamatan Mamwa yaitu 382 87 km2 atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang
dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34 66 km2 atau 1,94 persen.

Tabel 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupatan Enrekang

RS Persentase
No Kecamatan ) Terhadap Luas
- Enrekang (%)

e 392.87 22

2 Bungin 236.84 1326

3 Endrekang 291.19 16.3

4 Cendana g1.01 | 5.1

5 Baraka 159.15 891 |

§ Buntu Baty 126.65 7.08

7 Anggeraja 125.34 7.02

8 Malua 4036 | 226

g Alia 3466 1.54

10 Curo 1'.-‘551_! 800
- 1" Masalle . B8.35 3.83

12 Baroko 41.08 23

Total 1786.01 | 100

Sumber. Kabupaten Ervekang dalam Angka Tahun 2021
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Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 adalah sebanyak
225172 jiwa yang terdin dari 114.672 panduduk taki-laki dan 110.545 penduduk
perempuan dengan sex ratio sebesar 104.09, Kepadatan penduduk Kabupaten
Enrekang mencapai 126.08 jwafkm’

Tabel 2 Luas Wiayah, Jumilah desa, Banyaknya Penduduk dan
Kapadatannya per kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2021

Luas Jumlah
Mo | Kecamatan | Dusrah | Kelushant | Pancuguy | 'CePedaln

(Km2) | Desa Socena
1| Maiwa 392,87 22 27880 70.96
2| Bungin 236,84 8 5508 23.26
'3 | Enrekang 291.19 1® | 37080 127.34
4 | Cendana 51,01 I I 8835 10016
{5 |Baraka | 15015 | 15 | 23539 1479
6 | BuntuBaw | 126.65 B 15248 120,39
7 | Anggeraja 125.34 15 | 28468 227.13
8 | Malua 40.36 8 | 9154 226,81
9 | Alla 34 .88 8 . 24118 B95.70
10 | Curio 178.51 11| 17816 008
11 | Masalle BB.35 8 | 14612 213.78
12 | Baroko 41.08 5 11816 287 63

Total 1786.01 120 225172 195.83

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terfihat bahwa sebaran penduduk di Enrekang
tidak merata, Dar data jumiah penduduk Kabupaten Enrakang terihat besaran
potensi jiwa terpapar karena melihat wilayah rentan. Paparan jumiah penduduk
berhubungan langsung dengan potensi penduduk terpapar di Kabupaten
Enrekang. Potensi penduduk terpapar dilinat berdasarkan kepadatan penduduk
dan gambaran kondisi wilayah domisili

Kondisi wilayah yang terbentuk sangat berpengaruh terhadap kondisi
kebencanaan di daerah lersebul. Semakin kompleks dan beragam kondisi wilayah
akan memiliki potansi bahaya yang beragam pula. Potensi bahaya inl akan
menjadi tinggi risikonya jika sualu daerah memiliki kerentanan yang tinggi pule.
Uniuk melihat kondisl kebencanan Kabupaten Enrekang berbanding lurus dengan
kondisi wilayahnya, maka pada bab inl akan memaparkan data-data wilayah
secara umum, sefarah bencana dan kecenderungan kejadian ke depannya, yang
akan menjadi dasar datam penyusunan pengkajian risko bencana.

Kabupaten Enrekang memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah vang
berbeda untuk setiap kecamatan, Luas witayah berkaitan dengan analiza wilayah
lerpapar sustu bencana dalam pengkajian risiko bencana. Beberapa bencana
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terjadi dapat berkemungkinan memberikan dampek atau dirasakan pada hampir
seluruh wilayah pada satu kecamatan, Namun demikian untuk bencana yang
tarjadi pada suatu daerah terlentu juga akan terihat sesuai dengan kondisi dan
parameter pengkajian rsiko bencana.

Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyal wilayah
Topografi yang bervaniasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai
dengan ketinggian 47 - 3.293 m dan permuksan lautl sera tdak mempunyai
wilayah pantai. Sacara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi abah
bukit-bukitigunung-gunung yailu sekitar B84 06% dan luas wilayah Kabupaten
Enrekang sedangkan yang datar hamya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten
Enrekang inl hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di
Propinsl Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim
hujan terfadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjad| pada
bulan Agusius - Oklober.

Kabupaien Enrekang memiliki topografi wilavah bergunung dan berbukit
serta memiliki beberapa puncak gunung separti Gunung Bambapuang, Gunung
Latmojong, Gunung Sinaji dan lain-ain, Topografi wilayah Kabupaten Enrekang
sebagian besar beradapada ketinggglan > 1500 mdpl. Pada ketinggian tersabut
relatil banyak kandala untuk berbagai kegiatan pembangunan. Khususnya pada
ketingglan >2000 m dpl tidak dapat dikembangkan untuk budidaya yang bersifat
akonomi, hal ni dikarenakan daerah dengan ketinggian tersebut ditetapkan
sebagai kawasan lindung. Sebaran wilayah pada ketinggian tersebut berada pada
bagian timur wilayah Kabupaten Enrekang seperti Kecamatan Bungin dan Buntu
Batu.

Sifat fislk tanah cukup menjadi kendala bagl pengembangan wilaysh adalah
kemiringan [@ahan pada wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh kemiringan
lahan 25->40%. Secara umum Kondisi Hidralogi yang ada di Kabupaten Enrekang
adelah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa deersh mempunyai
potensi dengan memakal mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran
sungai. Kondisi iklim dan curah hujan bisa berubah setiap saat tetapl sscara umum
curah hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Buntu Batu, kecamatan Maiwa,
kecamatan Baroko, dan kecamatan Cendana. Sementara daerah kecamatan lain
mampunyal curah hujan kategor sedang sampai rendah, Untuk nitai curah hujan
tertinggl di Kabupaten Enrekang berada pada bulan Juli yaitu 3071,2 mm dengan
jumiah har hujan 199,
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Tabel 3 Kondisl curah hujan perbulan kabupaten Enrekang tahun 2021

Bulan | jumiah Curah Hujan | jumiah Hari Hujan
Jariuaie 23332 iv3d
Februar 21340 106
hlaret 18398 159
Apri| 2834 2 178
M 19104 180
Juni 22450 189
Juli T2 16y
| Aguslus 858 888 BE
Seeptermiber 1LEEY O 156
Ohtober 21259 154
MNovemiper 15694 173
Cresemiier 16286 161

Surmbar: Baden Pussl Stefistik Enrskang Tahum 2021

Dserah Alran Sungal yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS
Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mangalir dari daerah
perbukitan/pegunungan yang tersusun dar berbagai formasi batuan antara lain
batuan sedimen, batuan beku, batuan volkanik dan batuan malihan.

Tabal 4 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang Tahun

s () Lokasi Ketinggian Kerendahan
a. Enrekang | Kurang dar 25 |
1 | Saddang | 38,107 iLh- e 100-500 m 'm "
| Bulu | a. Bungin | Kurang dari 25 |
2 | Condrana | 88609 o o 100500 m gt |
| a. Alla i
3 | MataAlio | 35211 | b Anggersja | 500-1000 m 100-500 m
¢. Enrekang
| a, Curio
'4 |Mala | 39366 | D Mala | 500-1000m | 100-500m
|| | c. Baraka

.Stmbu-rr Kshupaten Enrekang daism Angka Tohun 2021

1
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Tabel 5 Sejarah Kebencanaan dl Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018

=R 4LAN
HLITAN ek

i
-
-
I8
g
g

UM
BELIUME 3 Tl 4 1= 1

T, 1] sz LIET I.I.J'lh 4 m 4 i 1
Sumber, Dxa gan nformasi Boncaena indonesin Tatun 2016-2018

Tabel di stas, mempedihatkan bahwa telah terjadi 24 kali kejadian bencana
di Kabupaten Enrekang. Kejadian tersebul ditimbulkan oleh 4 (empat) jenis
bancana. Darl seluruh kejadian, bancana banjir marupakan bencana yang paling
sering dan menimbulkan dampak negatlf terhadap penduduk, keruglan harta
benda dan kerusakan lingkungan. Keseluruhan jumlah kejadian bencana tersabut
mambutuhkan penanganan lerkalt upaya pangurangan risko bencana.
Berdasarkan sejarah kejadian, diperoleh persentase kejadian bencana di

Kabupaten Enrekang dari tahun 201-2018, seperti terlihat pada gambar berkut.

EFAANARAN
HUTAN AN
LA AN

BAMIR
it

W EERAKARAN HUTAN DN LAHAN = BARIE = TANSH LOMGS0RE & PUTING BELIUNG

Gambar 2 persentase kejadian bencana di Kabupalen Enrekang dad tahun 2018-2013

Belajar dar sejarah kebencanaan daerah di atas, diperlukan penataan
penanggulangan bencana vyang tlerencana, terukur dan lerpadu dalam
mengoptimalkan upaya-upaya penyeienggaraan penanggulangan bencana yang
efektif dan tepat. Untuk pencapaian upaya tersebut, maka diperukan adanya
pengkajian-pengkajian lebdh mendasar terhadap bencana-bencana yang
bempaotensi, serta kebijakan-kebfakan yang tepal agar terjaminnya keamanan dan
kenyamanan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya,
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2.2 Risiko Bencana Daerah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan uralan gambaran umum wilayah dan sejarah bencana, dapat
disimpulkan bahwa Kabupaten Enrekang memiliki beragam potensi bencana. Jika
diselaraskan dengan penamaan dalam lingkup behaye berdasarkan Kerangka
Acuan Kera (KAK) yang di keluarkan oleh BNPB tahun 2016, maka terdapat 7
{tufjuh) janis potensi bencana yang ada di Kabupaten Enrekang.

Potensi bencana dikaji bardasarkan bencana yang pemah terfadl maupun
belum terjadi, Penentuan potensi bencana mengacu pada DIBI yang dikeluarkan
oleh BNFB dan metodologl pengkajian risiko bencana. Bencana yang pemah
terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagl di seluruh wilayah rawan dan
berisiko, sedangkan potensi bencana yang belum pemah taradi dilihat
berdasarkan kondisi daerah yang dipadukan dengan matodologl pangkajian risiko
bencana. Berdasarkan kondisi tersebut, teridentifikasi 7 (tujuh) jenis bencana yang
barpotens! tarjadi di Kabupaten Enrekang yang lelah disepakati dengan instansi-
Instansl daerah. Potensl bencana lersebut dapat dilihai pada tabel berikul

Tabed & Risiko Bencana di Kabupaten Enrekang

1|BANJIR
Z|BANIIR BANDANG
3| GEMPABLNI
4| KEKERINGAN
S
6

CUACA EKSTRIM

TANAH LONGSOR

7| KEBAKARAN

Sumbar; Kapan Rsio Benoans Kab, Enmelang Tahun 200
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2.2.1 Bahaya

Berdasarkan daftar kejadian bencana yang pemah leradi di Kabupalen
Enrekang tersebul, terdapat 7 jenis bahaya yang telah diatur dan disamakan
penamaannya uniuk seluruh wilayah kajian. Jenis bahaya tersebut adalah banjir,
ban|ir bandang, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim,
dan tanah longsor. Untuk wilayah Kabupaten Enrekang, 7 (tujuh) bahaya tersebut
berpotensi terfadi, oleh karena itu, pengkajian risiko bencana di Kabupaten Enrekang
dilakukan terhadap 7 (fujuh) jenis bahays tersebut. Kajian bahaya dilakukan untuk
menghitung potensi luas wilayah terancam seluruh polensi bahaya yang ada.
Berdasarkan parameier bahaya, maka diketahul kelas dan luasan bahaya untuk
masing- masing bahaya. Besaran luasan bahaya untuk kessluruhan potensi bahaya
di Kabupaten Enrekang dapal dilihat pada tabel barikut.

Tabal 7 Potensi Bahaya di Kabupaten Enrekang

BAHAVA
NO.|  JENIS BENCANA LUAS(Ha)] | KELAS |
1_|GEMPABUMI 141,396 SEDANG
2 |TANAH LONGSOR 81,330 TINGG!
3 [BANJIR 2,142 TINGG]
4 |HBAN|IR BANDANG 11,270 TINGGI
5 |KEKERINGAN 48,559 TINGGI
6_|CUACA EKSTRIM 109,305 TINGG!
7 |KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 57,106 TINGG]

Sumber Hasil Anallsa Tahun 2022

Bardesarkan tabel di atas terlihat luazan bahaya dan kelas bahaya saluruh di
Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Enrekang
barada pada kelas randah, sedang dan tinggi. Penenmtuan Kelas bahaya tersabut
diperoleh dengan malhat kelas bahaya maksimal darl kajlan bahaya tngkat
kecamaian

1. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan vang terjadi di permukaan bumi
yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktf, akitvitas
gunungapi atau runtuhan batuan (Definisi dan Jenis Bencana, BNFB).

Paramater ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya
gempabumi yaitu

1. Kelas topografl, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000 darl USGS!

Intansitas guncangan dl batuan dasar, menggunakan dala Peta Zona
Gempabumi (21 1.0" di 8B unfuk probabllitas tedampaul 10% dalam 50
tahun (redaman 5% dan

3. Intensifas guncangan di permmukaan, menggunakan data Pela Zona

Gempabumi (31 1.0° di 3B wniuk probabililas ledampaui 10% dalam 50
tahun (redaman 5%}
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Dari parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan luas paparan bahaya
gempa bumi. Adapun hasil kajian bahaya gempa bumi per kecamatan di Kabupatan
Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8 Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Errekang

BAHAYA

NO. "KECAMATAN LUAS (Ha) KELAS
1 [Alla 2,165 SEDANG
| 2 |Anggeraja 2582 TINGGI
3 |Baraka - 1,615 SEDANG
f_|Buntu Batu == 517 SEDANG
7 |Cendana 9,421 TIMNGEG]
8 _|Curo 8,933 SEDANG
9 |Enrekang 8,965 TINGG!
10 [Maiwa 20,857 TINGGI
11 [Malua 3,125 SEDANG

58,080 SEDANG

Sumiber: Hast! Analisa Tabon 2022

Tabel 8 (delapan) di atas memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar
bahaya gempa bumi per kecamatan o Kabupaten Enrekang. Polensi bahaya
gempabumi tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi
rentan terhadap bahays gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Secara
keseluruhan, luas bahaya gempabumi di Kabupaten Enrekang yaitu 58 080 Ha yang
berada pada kelas sedang. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya
maksimum darl satiap kecamatan terpapar bahaya gempabuml
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2. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau
batuan, ataupun percampuran keduanya, menurund atau kelvar lereng akibat
terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng | Definisi dan Jenis
Bancana, BNPB).

Parameier ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya tanah
longeor yaiiu
1. Kemiringan lereng, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000
dengan sumber data darl USGS; dan
2. Zona kerentanan gerakan tanah, menggunakan data Fata Pela Zona
Kerantanan Gerakan Tanah tahun 2010 dengan sumber data PVMBG.

Dari parameter ukur tersebut, maka dapal diteniukan luas paparan bahaya
tanah longsor. Adapun hasil kajian behaya taneh longsor per kecamatan di
Kabupaten Enrekang dapat dithat pada tabel bankut

Tabel 3 Potans| Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA

ND. KECAMATAN | LUAS [Ha) KELAS
1 |Alla 4.683 TINGGI
| 2 |Anggersip | 13041 TINGGH
3_|Baraka 13,380 TINGGI_
4 |Baroko 2,955 TINGEGI
5 |Bungin 25,836 TINGGI
6 |Bunty Batu 14,827 TINGGI
7 _|Cendana 8,085 TINGGI
8 |Curo 16,179 TINGGE
5 |Enrekang 25169 TINGGI
10 |Maiwa 36,589 TINGGI
11 |Malua 4,003 TINGGI
12 |Masalle 7.005 TINGEGI
172,750 TINGGE

Surmbar, Has¥ Anatsa Tahun J022

Tabal di atas memperihatkan potensi luasan witayah terpapar hahaya tanah
longsor per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya tanah longsor
tersebut difhat berdasarkan luasan kecamatan yang memiiki kondisi rentan
terhadap bahaya tanah longsor berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan,
luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Enrekang adalah 172,750 Ha yang
berada pada kelas Tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya
maksimum dari satiap kecamatan terpapar bahaya tanah longsor.
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3. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimans terendamnya sualu daerah
alau dargtan karena volume air yang meningkat (Definisi dan Jenle Bencanas,
BNPB). Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk menghaii bahaya
banjir yaitu

1. Daserah rawan banjif, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000

dengan sumber data dar USGS;

2. Kamiringan lerang, menggunakan data DEM SRTM tahun 2000 dengan

sumbar dala dar USGS,

3. Jarak dan sungal, menggunakan dala jaringan sungai tahun 2013

berdasarkan sumber data dan BIG; dan

4, Curah hujan, menggunakan data curah hujan wilayah tahun 1888-2015

dengan sumber data dari NOAA,

Dari parameter ukur fersebul, maka dapat ditenfukan luas paparan bahaya
banjir. Adapun hasil kajian baheya banjir per kecamatan di Kabupaten Enrekang
dapat diihat pada Tabel 10.

Tabal 10 Potensi Bahaya Banjir Per Kecmatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA
NO. KECAMATAN LUAS (Ha) KELAS
1 |Cendsna 519 TINGG]
2 |Enrekang 722 TINGEG]
3 |Maiwa #29 TIMGEI
2,069 TINGG]

Surmber Hasl Analsa Tahun #0232

Tabel di atas memperlihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya banjir
per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya banjir tersebut difihat
berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya
banjir berdasarkan kajlan bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya banjir di
Kabupaten Enrekang adalah 2069 Ha yang berada pada kslas linggi. Kelas
bahaya ditaniukan dengan malihat kelas hahaya maksimum dar satiap kecamatan
terpapar bahaya banjir.

4. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena
mealuapnya debit yang melebihi kapasitas aliran slur sungai oleh kosentrasi cepat
hujan dengan intensilas tnggi sera serng membawa aliren debns bersamanya
atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dar material longsoran gelincir
pada area hulu sungal.

Parameater ukur dan sumber dala yang digunakan untuk mengkaji bahaya banjir
bandang yaitu Sungai utama, menggunakan dala jaringan sungai ahun 2013
dengan sumber data dari BIG ;
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1. Topografi, menggunakan data DEM SRTM 30 tshun 2013 dengan
sumber data dari USGS; dan
2. Potensi longsor di hulu sungal, menggunakan data peta bahaya tanah
longsor tahun 2000 darl USGS dan data darl PYMBG tahun 2010,
Dari parameter ukur tersebut, maka dapal ditentukan luas paparan bahaya
banjir bandang. Adapun hasil kajlan bahaya banjir bandang per kecamatan di
Kabupaten Enrekang dapat dithal pada Tabel 11.

Tabel 11 Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamalan di Kabupaten

Enrekang

BAHAYA
NO. KECAMATAN LUAS (Ha) KELAS
1 |Alla 476 TiNGGE
| 2 |Anggeraja 7RO TINGGI
3 |Barakes 1,157 TINGGI
4 |Baroko 225 TINGGI
5 |Bungin 1,201 TINGGI
6 |Buntu Baty | 774 TINGGI
7 |Cendana B11 TINGGI
8 |Curlo 1,015 TINGG!
5 |Enrekang Z, 084 TIMGial
10 |Maiwa 1,281 TINGG!
11 [Malua 424 TINGGI
| 12 [Masalle 315 TINGEG]
10,553 TINGGI

Sumbear Hasi Anabsa Tahun 2022

Tabel di atas memperlihatkan polensi uasan witayah terpapar bahaya banjir
bandang per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya banjir bandang
tersebut dilihat berdasarkan liasan kecamatan yang memiliki kondisl rentan
terhadap bahaya banjir bandang berdasarkan kajian bahaya, Secara kasaluruhan,
lias bahaya banjir bandang di Kabupaten Enrekang adalzh 10,553 Ha yang
berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya diteniukan dengan mekhat kelas bahaya
maksimum dar setiap kecamatan larpapar bahaya banjir bandang.

5. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk
kebutuhan hidup, peranian, keglatan skonomi dan lingkungan ( Dafinisi dan Jenis
Bancana, BNPB). Paramater ukur dan sumber data yang digunakan untuk
mengkaji bahaya kakeringan yaitu

1. Curah hujan bulanan (TRMM periode 1988 — 2014) dengan sumber data

dard MOAA tahun 1998-2015,

Dari parameter ukur tersebul, dapat ditentukan luas bahaya kekenmngan.
Adapun hasil kajlan bahaya kekeringan per kecamatan di Kebupaten Enrekang
dapatl dilihat pada tabal berikut,
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Tabel 112 Potensi Bahaya Kﬂﬁ&fﬁ?ﬂﬂpﬂfﬂmdl Kabupaten Enrekang

BAHAYA
NO. KECAMATAN LUAS (Ha) KELAS
1_|Anggerajs 13,245 _TINGGI
2 |Cendana 5519 'FEHEEI
1 _|Enrekang 19,568 SEDANG
4 |Maiwa 14,098 TINGGI
52431 TINGGL
Sumiber Hasi Anatiss Tefuwn 2027

Tabel 11 memperihatkan polensi luasan wilayah lerpapar bahaya
kekerngan per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Polensi bahaya kekeringan
tersabut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang mamiiki kondisi rentan
terhadap bahaya kekeringan bardasarkan kajian bahaya, Secara keseluruhan,
luas bahaya kekeringan di Kabupaten Enrekang adalah 52,431 Ha yang berada
pada kelas sedang. Kelas bahaya ditentukan dengan melhat kelas bahays
maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya kekeringan.

6. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekxsirim atau angin pullng beliung adalah angin kencang yang datang
secara tiba-tiba, mempunyal pusat, bergerak mealingkar menyerupai spiral dengan
kecapatan 40-50 kmifjam hingga menyeniuh parmukaan bumi dan akan hilang
dalam waktu singkat (3-5 menit) {Definis/ dan Jenis Bencana, BNPB).

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya cuaca
ekstrim yaitu

1. Keterbukaan lahan, menggunakan data peta penutupan/penggunaan

Izhan tahun 2015 dengan sumber data dari KEMENLHK;

2. Kemirngan lereng, menggunakan data DEM SRTM 30 tahun 2000

dengan sumber data dar USGS; dan

3. Curah hujan tahunan, menggunakan data pela curah hujan tahunan

tahun 1098-2015 bardasarkan sumber informas: dar NOAA,

Dari parameter ukur tersabut, maka dapat ditentukan as paparan bahaya
cuaca skstrim, Adapun hasll kajlan bahaya cuaca ekstim per kecamatan di
Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 13 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

HAHAYA

NO. KECAMATAN " LUAS(Ha) KELAS
| 1 |Alla 4442 TINGGI
|2 |Anggeraja 7,037 TINGG!
3 |Baraka 7121 TINGGI
4 |Baroko 3061 TINGG]
5 |Bungin 2,080 TINGG
6 | Funtu Batu 1,862 SEDANG
7 |Cendana 4,609 TINGGI
B_|Curio 10,846 TINGGI
8 |Enrekang 14,444 TINGG]
10 [Maiwa 11,930 TINGGI
11 [Malua 3519 TINGGI
12 [Masalle 6,388 TINGGI

77,341 TINGGI

REumper Hasi Analss Teahun 2022

Tabel 3 memperdihatkan potensi luasan wilayah terpapar bahaya cuaca
gkstrim per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya cuaca eksirim
tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiiki kondisi rentan
terhadap bahaya cuaca ekstrim berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan,
luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Enrekang adatah 77,341 Ha yang berada
pada kelas tnggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelss bahaya
maksimum darl setiap kecamatan {erpapar bahaya cuaca ekstrim,

7. HKebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah sualu keadaan di mana hutan dan iahan
dilanda api, sehingge mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang
menimbulkan kerugian ekonomis dan atau ndal lingkungan. Kebakaran hiutan dan
lahan serngkall manyebabkan bancana asap yang dapat mengganggu aktivitas
dan kesehatan masyarakat sekitar (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB)
Paramater ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya
kebakaran hutan dan iahan yaitu

1. Jenis hutan dan lahan, menggunakan data pela penuiupan/penggunaan

lahan tahun 2015 dan KEMENLHK;

2. lklim, menggunakan data peta curah hujan tahunan tahun 1998-2015

berdasarkan sumber data dar NOAA; dan

3. Jenis tanah, menggunakan data pets jenis tanah tahun 1898 dengan

sumber data dari BESDLP.

Darn parameter ukur tersebul, maka dapal ditentukan luas paparan bahaya
kebakaran hutan dan lahan. Adapun hasll kajian bahaya kebakaran hutan dan
lahan per kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat diflhat pada tabel berikut.
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Tabel 14 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di

Kabupaten Enrekang
BAHAYA

NO. KECAMATAN LUAS(Ha) |  KELAS |
1 |Alla 4,219 TINGG]
2 |Angperaja _ 28499 TINGGI
3 |Raraka 2,058 TINGG]
4 |Baroko 2,653 TINGGI
5 |Bungin 1,525 TINGGI
6 |Buntu Batu 3,283 TINGGI
7 _|Cemdana 4 648 TINGGI
B_|Curin 11,483 TINGGH
§ |Enrekang 2,637 TINGGI
10 |Maiwa 13,838 TINGGI
11 |Malua 2,014 TINGGI
12 |Masalle 5,748 TINGGI

57.106 TINGGI

Surmnbar, Hasll Anshsa Tahun 22

Tabel 14 mempaerdihatkan polensi luasan wilayah \erpapar bahaya
kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Polensi

bahava kebakaran hutan dan lahan lersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan
yang memilkl kondisl reman terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan
berdasarkan kajlan bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya kebakaran hutan
dan lahan di Kabupaten Enrekang adalah 57,106 Ha yang berada pada kelas
Tinggl. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dan
saefiap kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan.

221 Kerentanan

Kerentanan adalah suatu kondisi dar suatu komunitas atau masyarakat
yang mengarah atau menyebabkan kelidakmampuan dalam  msnghedep
ancaman bencana. Pangkajian kerentanan dihitung berdasarkan komponen sosial
budaya, fiskk, ekonomi, dan lingkungan. Tiap komponen tersebut memiliki
sansitivitas sandirl yang bervariasi per bencana (dan intensitas bencana) dengan
pambobotan yang berbeda sesuai dengan standar pangkajian risiko bancana.

Berdasarkan parameter ukur komponen kerentanan, maka penghkagian
kerentanan di Kabupaten Enrekang menghasilkan potensi penduduk larpapar dan
kerugian dar seluruh potensi bancana yang ada. Adapun rakapiuiasi potensi
penduduk terpapar unituk setiap bencana di Kabupaten Enrekang dapat dilihat
pada tabel benkul.
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Tabel 15 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Enrekang

[wa) Bentan Mighin Cacan
1 GEMPABUM] 193,230 24,962 0,662 3010 | TINGG]
2| TANAH LONGEOR T4 29,345 15,714 3200 | TINGEI
(I[BANIR o T4 95 11,581 13,567 1566 | TINGGI
| 4| BAN] IR BANDANG 325,172 128,175 | 158283 | 13798 | TINGGI
5| KERERINGAN 173,343 FELY 16,193 L0181 TINGEL 1
| CLIACA EKSTRIM 125,172 29845 | 37,047 3504 | TINGGI |
7| KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 125,172 17671 33421 2,050 | SENANG |

Swmber Hasil Analisa Tahem 2027

Tabel di atas menunjukkan potensi penduduk terpapar seluruh potensi
bencana di Kabupaten Enrekang berada pada kelas tinggl. Polensi penduduk
terpapar berbeda-beda untuk satiap potensi bencana di suatu wilayah, hal tersebut
dilihat berdasarkan luasan bahaya dan jumiah penduduk di wilayah tersabut,
Lintuk bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan dampak terhadap
panduduk, karena kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan berada diluar
wilayah pemukiman. Hasil kajian kerentanan terkait potens! keruglan (fisik,
ekonomi dan lingkungan) untuk seluruh bencana di Kabupaten Enrekang dapat
difihat pada Tabsl .

Tabal menunjukkan potensi kerugian setiap polensi bancana di Kabupatan
Enrekang. Potensi kerugian dilihat dar kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan.
Pangealompokkan ini disebabkan karens kerusakan lingkungan tidak dapat dukur
dalam rupiah. Potensi keruglan dillhat berdasarkan kelas bahaya untuk satiap
polens: bencana. Secam keseluruhan, potensi keruglan rupiah berada pada kelas
tinggi, sedangkan kerusakan lingkungan berada pada kelas linggl juga.

Kajian penduduk tempapar dan kerugian diparolah dan rekapitulasi kajian
penduduk terpapar dan kerugian tingkat kecamatan. Penantuan kelas penduduk
terpapar dan kerugian menggunakan kelas maksimal dar kajian  tingkat
kecamatan, Sedangkan kajlan tingkat kecamatan dipercleh dar rekapitulasi kajian
tingkat desa/kedurahan. Detail hasil kajian kerentanan tingkat desakelurahan dan
peta kerentanan seluruh potensi bencana di Kabupaten Enrekang dapat dildhat

pada
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222 HKapasitas

Kapasilas daerah merupakan bagian penling dalam peningkalan upaya
panyslanggaraan penanggulangan bencana malalul upaya pengurangan risiko bancana
di daerah. Penilalan kapasitas daerah diharapkan dapal digunakan untuk menikai,
mersncanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih fanjut
kapasitas daerah yang dimilikinya untuk mengurangl risiko bencana. Pengkajian
kapasitas daerah dilaksanakan sesual dengan kondisi terkini daerah berdasarkan
parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efekiifitas penanggulangan bencana daerah,
Kajian kapasitas ini diakukan hingga lingkat desafkelurahan berdasarkan komponen
ketahanan daerah dan komponen kesiapslagaan desatkelurahan. Komponean kelahanan
daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerntah dalam penanggulangan
bencana, sedangkan komponen kesiapsiagaan desafkelurahan berfungsi  untuk

mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2.2.3 Komponen Ketahanan Dasrah

Penilaian terhadap ketahanan daerah dilaksanakan dengan metode diskusi
tarfokus terkail daftar isian yang dissi oleh seluruh pesarta diskusi yang terkalt dangan
daerah Kabupaten Enrekang. |sian tersebut menyangkut daftar pertanyaan yang ada
dalam pengkajian ketahanan daerah berpedoman pada RENAS PB 2015-2019.
Pangukuran ketahanan daerah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Indikator
Katahanan Daarah (IKD) yang terdir dari 71 indikator capaian.

Hasil pemetaan kajlan ketahanan Kabupaten Enrekang dalam menghadapi
ancaman bencana yvang mungkin terjadi dapat diihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Hasil Kajian Ketahanan Kaebupaten Enrekang.

3| Pengialian Risiko dan Perencanaan Termady 0.33
3{Pengembangan Sistem informasi, Dikiat dan Logistik 0
4| Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana oas| o7 RENDAN
| 5lPenigkatan Elvktivitas Pencegahan dun Mitigasi Bencana || 0.2 |
&{Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0.34
7| Pengembangan Sistem Fermulshan Beneana 0.36
Sumber Hasil Anatisa Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan nilai indeks ketahanan daersh adalah 0.38. Hasil dari
nitgi indeks tersebut menunjukkan bahwa ketahanan Kabupsien Enrekang berada pada
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kelas rendah. Pencapaian ketahanan daerah tersebut di arikan bahwa Kabupaten
Enrekang telah melakukan peryvelenggaraan penanggulangan bencana namun belum
berdasarkan kualilas standar yang ditetapkan. Oleh karena i, capalan tersebutl parku
diingkatkan sehingga upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat
dirasakan marfaatnya secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten
Enrekang.

2.3 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Potensi kejadian bencana di Kebupaten Enrekang cenderung fetap setiap
lahunnya pada baberapa bencana seperl cuaca ekstrem, gelombang aekstrem dan
abrasi, sorta tanah longsor, Kecenderungan bencana meningkat pada bencana banjir
dan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan bencana periu segera ditangani agar tidak
menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban. Selain berdasarkan ftingkat
kecendarungan kejadian dan rigiko bencana penetapan bencana prioritas bencana yang
ditangani juga mempertmbangkan dampak kerusakan dan potensi kerugian yang
diimbulkan oleh bencana. Penilzian bencana prioritas berdasarkan Kajian Risiko
Bencana Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berkut.

Tabel 13. Matriks Analisis Risiko Bancana Prioritas dan Bukan Prioritas

PRIOEIT AS PENANGAN AN
RO BENC AN A

Banjr Bandang
Tanah Lo
I-l:l_ ¥ 1

Gempa Bumi s .::l |'r=;:-|'l"I

Kebakaran Hutan & Lahan

TETAP

KECENDERUNGAN
KEJADIAN BENCAMA,

MENINGKAT

Sumber; Hasi Anafisis Knfar Riske Bencans Kabupalen Enrekang, 2019
KEI-EFEI'IEEH WA

Berdasarkan Tabel 13, diketahul bahwa bencana banjir menjadi bencana yang
diprioritaskan uniuk ditangani. Hasll inl diperoleh dan diskusi publik yang didasarkan
pada frekuensi kejadian tinggl pada sellap tahun. Kejadlan bencana tersebut
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dikarenakan wilayah Enrekang vang dikedilingl oleh alur-alur sungai dengan wilayah yvang
rawan gkan banjir berada pada topografi yang datar serta dilakui oleh aliran sungai
langsung. Ditambah dengan kondisl sungal vang memilikl daya tampung terhitung kecl
dan saluran keluaran air yang serngkali terhambat karena kondisi pasang. Kondigi kain
juga dipengaruhl oleh curah hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap ke wilayah
permukiman atau Engkungan sekitamya. Besamya jumiah curah hujan tidak hanya
berpengaruh pada kejadian bencana banjir namun juga berpengaruh pada kejadian
bencana tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena tidak mampunyai tanah dalam
menenma tampungan air dan Konsisiensi kesolidan tanahnya tidak kuat, hal ini yang
memicy lerjadinya tanah longsor di Enrekang. Wilayah Enrekang yang jugs berupa
wilayah perbukitan dangan tanah yang gembur menyebabkan rawan akan kejadian
tanah longsor. Fakior campur tangan manusia juga dapat mengakibatkan kejadian
bencana tersebut karema tidak adanya keselimbangan lahan. Belum terbangunnya
dinding penahan juga semakin memungkinkan terjgdinya tanah longsor, Bencana
kekeringan terjadi setiap tahun menyebabkan kerugian matedil terutama pada
perkebunan rakyat. Bencana ini perlu diprioritaskan juga melihat dampak yang terjadi
melingkupi seluruh wilayah Habupaten Enrekang. Selain ketige bencana tersebut
terdapat bencana cuaca eksirim yang menjadi prioritas bencana unfuk ditangani.
Pemilihan bencana cuaca ekstrim inl disesuaikan dengan nilai risika bencana yang tinggl
ditambah kejadian yang pemah terjadl di deerah serta pengaruh bencana yang
mengkhawatirkkan masyarakal. Secara keseluruhan kejadian bencana yang terjadi
termasuk dalam prioritas dalam penanganan karena terhitung memiliki dampak korban
baik secara matenil staupun non mateni.

2.4 Masalah Pokok

Maszalah pokok yang dihadapl dalam rencana penanggulangsn bencana di
Kabupaten Enrekang diperoleh dar hasil kajisn resko bencana yang disinkronkan
dengan rencana pembangunan jangka menengah daesrah sebagai acuan dalam kegiatan
pambangunan daerah. Selsin itu, masalsh pokok juga mempertimbangkan kondisi
intemal dan ekstermal Kabupaten Enrekang. Hal ini agar dalam pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana yang skan dilaksanakan dapal tepat sasaran dan sesuai
dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kondis! internal
meliputi kelebihan dan kelemahan dar program penanggulangan bencana yang akan
dilakukan, sedangkan kondisi ekstemnal lerkall dengan peluang dan lantangan yang akan
dihadapi kedepan terutama dalam pelaksanaan program penangguiangan bancana.
Selain itu masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi geografis, astronomis, kondis:
sosial ekonomi dan budaya serla aspek pertahanan dan keamanan di Kabupaten
Enrekang. Berangkat dar hal tersabut, maka dapal dipatakan bahwa masalah pokok
dalam rencana penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kondisi Geografis, Hidrologis dan geoclogis menjadi sumber-sumber bahaya
dimana terdapat cakupan lahan perantan dan perkebunan pada kawasan
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pegunungan dan barkontur mirfing sehingga risiko bencana pada sejumlah
wilayah berisiko tinggi

2. Fakior Mata pencaharian mendorong datangnya bahaya, diantaranya dengan
tanaman perianian musiman, komversl lahan perkebunan ke Hollikuliura,
serta bercocok lanam sepanjang tahun menjadi pemicu leradinya degradasi
lingkungan baik di perdesaan maupun perkotaan,

3. Terbatasnya kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam hal ni
Pemerintah daerah dan masyarakat mengatur pengarusutamaan PB dalam
upaya pancegahan dan kesiapsiagsan bancana

Masalah pokok tersebul distas kemudian dirumuskan di dalam. rencana
penanggulangan bencana (RPB) yang kemudian mealahirkan isu-isu strategis.
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25 Rumusan lsu Strategis

Maszalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkajl di dalam

Hasil Kajian Kapasitas Daerah dan Kajian Risiko Bencana. Akar permasalahan dalam
isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalankan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam keglatan
pembangunan deerah. Analksis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga
dipartimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2023 — 2027
sebagal lsu strategis yang diselesaikan dalam jangka wakiu tersebut.
Selain tu juga penentuan akar masalah dar program penanggulangan bencana
disesuaikan dengan karakteristik dari Kabupaten Enrekang sendiri. Sehingga dengan
mempertimbangkan kondisi internal dan ekstemmal diharapkan program-program
Penanggulangan Bencana yang akan dilaksenskan dapat tepat sasaran dan sesual
dengan tujuan dan indikator sasaran yeng telsh ditentukan dan menjadi komitmen
bersama.

Kondisi Intemal terkait dengan kelebihan dan kelemahan darl program
penanggulangan bencana yang akan dilakukan, dan untuk kondisi eksiemal sandin
terkait dengan paeluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi terutama dalam
melaksanakan program penanggulangan bencana.

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang ditakukan didasari pada
Kajfian Risiko Bencana Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (kajian dilakukan clah
BNPB). Dalam penentuan isu stralegis ada beberapa indikator yang digunakan.

Gambar 3. Skema Isu Strategis Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang
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Kabupaten Enrekang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggl. Tingkat nsiko
sedang berpotenst lerhadap bencana gempa, sedangkan polensi bencana lainnya
memiliki Bngkat rsiko tinggl. Tingkal nsiko seluruh potensi bencana harus menjadi
perhatian Pamennlah Kabupaten Enrekang dan pihak terkail untuk menyusun upaya-
upaya untuk pengurangan rsiko bencana guna mendukung penyelenggaraan
penanggulangan bancana di Kabupalen Enrakan
Kajian risiko bancana merupakan dasar dalam penyelenggaraan penangguiangan
bencana dasrah, dikarenakan pengkajian tersebut dilakukan untuk memetakan tingkat
risiko seluruh potensi bencana berdasarkan bahaya, kKerentanan dan kapasitas.
Pametaan tingkat rsiko bencana dilakukan untuk meniai dampak yang ditimbulkan
akibat kejadian bancana, sahingga dapat dilakukan upaya pengurangan risiko bencana
dangan mangurangi jumiah kerugian baik dar jumiah jiwa terpapar, kerugian haria benda
sera jumlan kerusakan lingkungan. Sejumlah Prioritas dalam Penanganan Risiko
Bencana adalah:

1. Adanya kewaspadaan tinggi terhadap bencana metalui strategi pencegahan dan
kesiapsiagaan diantaranya Banjir, Tanah longsor, Banjir bandang, Cuaca eksirim
{angin puting beliung), Kekerngan dan Kebskaran hutan dan kshan, Pemerintah
Dasrah, Masyarakal dan Swasia periu bersinergi dalam pengurangan nsiko
bencana.

2. Adanya Regulasi Daerah seperti Peraturan Bupati tentang Rencana Penaggulangan
Bencana atau Peraturan Bupall tentang Rencana Kontnjensi, Siaga Darural, Posko
Tanggap Darurat Bencana, dapal memberikan Kekuatan yang Cukup bagi Lembaga
di semua tingkat untuk mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan Bencana.

3. Adanya Penguatan Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupalen Enrekang
yang telah terbentuk melalui dukungan personel, pelatihan, bimbingan teknis sera
alokasi anggaran yang memadai baik saat pra bencana maupun saat darurat dan
pasca bencana.

4. Adanya intensf edukasi dan mitigasl terhadap pengurangan risiko bencana di
Kabupaten Enrekang yang peru ditingkatkan mulai tingkat desa hingga tingkat
sekolah meiaiui sejumiah kegiatan mitigasi Non struktural dlantaranya Desa Tangguh
Bencana (BPBD) atau Kampung Siaga Bencana (Depsas) Kampung Ikiim (OLH),
Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Enrekang periu melibatkan anggota DPRD dan lintas sector (OPD) dan Dunia Usaha
dalam kaglatan mitigasi PRB tersabut.
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Progses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk
disglesalkan oleh capaian RPB dalam § tahun ke depan. Pemilhan isu siralegis
bardasarkan hasil identifikas! masalah pokok.

Penilaian dengan metode pambobotan atau pemberan skor pada saliap masalah
pokok. Peniaian dilakukan berdasarkan bobot relevanal terhadap 5 kriteria strategis, di
mana samakin kecil angka berarti sermakin tidak relevan, dan semakin linggi angka
barart sarmnakin relavan. Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesakan akan memberikan dampak ekonoml terhadap
daerah, termasuk infrastruktur, yaliu persentase Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yang terpengaruh apabila isu strategis tersabut tidak terselasaikan.

2. Apablla ditangani maka beberapa masalah Kul lersalesakan atau memberkan
kontribusl ternadap sasaran pembangunan lain, yailu ada berapa sasaran
pembangunan [ain terkena efek domino apabia permasalahan tersebut tidak
terselasaikan.

3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masaiah pokok ini cukup tinggl, yaitu
bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dar penanganan masalah secara
untas,

. 4, Apabia tldak segera diselesalkan akan membearkan dampak pendanlaan atau
hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak
penderitaan alau hitangnya rasa aman apabila maesalkah tersebut tidak terselesaikan,

9. Apabda tidek diangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap
ingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yailu apakah ada masalah-
masalah baru pada penurenan kualtas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya
bencana.
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Tabel 7. Skoring Masalah Pokok

Maszalah

Balum diparbaharuinya Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis kajian risiko |
bencana untuk pengurangan risiko bencana.

Pembobotan
Berdasarkan
Kriteria

Strategis
4

19

Belum optimainya pelaksanaan forum PRB melalui |
kegiatan sosialisasi, diskusi, dan FGD untuk mencapai
kinerja yang optimal dalam penanggulangan bencana.

.iu:iariﬁ Eetﬁukwm'bangan'pad'u as:p-ai[ ekonomi,

lngkungan, parilaku sosial dan lingkungan masyarakat 4

s#hingga mendorong datangnya ancaman/bahaya.

18

Belum efektiinya penyelenggaraan latihan I
kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang

dan berdanjut di Kabupaten Enrekang untuk
meningkatkan Kapasitas Respon Personll salgas PB
sasuai dengan Serifikasi Penggunaan Peralatan PB. |

2

Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan
daerah dan kemunitas lerkalt penanggulangan
bencana (PB) di Kabupaten Enrekang.

19

Balum dilakukannya upaya restorasi sungai yang ada
di Kabupaten Enrekang dengan melibatkan pemangku
kepentingan lintas sektor sebagal upaya untuk
mangurangl frekuens| dan dampak bencana banjir.

mengatur pengarusutamaan PB dalam Perencanaan
dan Penganggaran Daerah sehingga upaya mitigasi,
kesiapsiagaan dan enggap danural pada tingkat
Pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal,

1B

Bealum id;n_]ri sistem peringatan dini untuk bencana
tanah longsor dengan sistemn dan prosedur vang baik,

18

Belum adanya rencana kontijensi uniuk bencana banjir
yang disinkronkan dengan Prosedur Telap

|

18

N
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Penanganan Darurat Bencana atau Rencana
Ponanggulangan Bencana.

Katarangan:
« Skor 1 - 5 dengan detail semakin kecil angka berari semakin bdak relevan dan
semakin tinggi angka berarti semakin relevan.

Krileria strategis ini memparsampil 9 masalah pokok manjadi 3 masalah pokok
yang salanjutnya disebul sebagai tiga isu strategis. Nilal-nilal tersebut di peringkat
berdasarkan tinggl rendahnya. Tiga isu strategis Inl merupakan keglatanfaksl yang
optimal dan efekif ditangani dalam jangka wakiu lma tahun.

Berdasarkan hasil pemilihan skoring vang dilakukan pada saat keglatan Diskusl
Publik Penyusunan Dokumen RPE Kabupaten Enrekang Tahun 2022 vang dibadin oleh
Tim Teknis Penyusunan RFB yang terdiri dar perwakilan berbagal badan/dinas terkall,
maka disepaksti bahwa isu sirategis yang menjadi prioritas di Kabupaten Enrekang
adalah sebagai berkut;

1. Adanya ketidakseimbangan pada aspek ekonomi, lingkungan, perilaku sosial dan
lingkungan masyarakat sehingga mendorong datangnya ancaman/bahaya.

2. Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan daerah dan komunitas tericait
penengguisngan bencena (FB) di Kebupalen Enrekang.

3.  Minimnya kebijakan dan dukungan sumber daya yang mengatur pengarusutamaan

PE dalam Perencanaan dan Pengaggaran Daerah sehingga upaya miligasi,

kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada tingkat Pemeriniah Kabupaten Enrekang
belum optimal.

az
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- Bab
111

PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

31 HKerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Secara teknis prosedur kebfakan yang leruang dalam dokumen perencanaan
penanggulangan bancana, mitigasi bancana, rancana penanggulangan kedaruratan
bencana, konlijgnsl rencana operasl (kedaruralan) dan rencana pemulihan,
penyelenggaraan penganggulangan kesja dan pembagian tata kelola dalam prabencana,
saat bencana dan pasca bencana di terjamahkan dalam kerangka kerja. Adapun hirarki
legislasi kebijakan yang tertuang dalam gamabar dibawah ini.

lhfsihg wrdang
Fenangpuabargar
Trpm

Kerangka kerja peyelenggaraan PB mefiputi Tindakan prinsip dan Tindakan
penanggulangan bencana sesual dengan landasan operasional undang- undang 24
tahun 2007 dan PP No 21 Tahun 2008 mauapun leantang manajenam penanggulangan
bencana. Untuk pembagian peran dan pelaku dalam kerian penyelenggaraan PB
Kabupaten Enrekang dapat di ihat pada table di bawah ini;

Tabel 18 Ksrangka Kerja penysienggarsan PB Kabupaten Enrekang
NG| Kerangks keria | Prinsip Tindakan

1 | Pra Bencana Partisipasi Pihak 1. Pancegahan
Keadllan dan Kesetaraan | 2.  Miligas
Profesionafisme | 3 Kesiapsiagaan
Kemandidan

Efesiansi dalam
penggunaan sumber daya
Tepal sasaran dan efekif,
efesien

;e w N

™
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2 | Ssat Darurat | 1,

Bencana

| 2.

Berinveslas dalam
pengurangan resdon
bencana untuk
ketangguhan
Pengutamaan paran akif | 1
pemerintah daerah |
kabupaten dan kota
Pemerintah dan |
pesrmarinkah dasrah |
prowinsi benanggung
jawab melakukan
pendampingan  terhadap
pemerintah daerah
kabupaten dan Kota

a.

Skaga Darural

Tanggap Darural

Pengalkiifkan pos-pos siaga
bencana dengsn segenap
unsur panduliungnya.
Pelatihan siaga, simulasi,
gladl teknis bagi seliap
saoior penanggulangan
bencana ({SAR, Sasial,
Kesehatan, Prasaran dan
Pekerjgan umum].
Invaniafdsasi sumbardaya
pendukung kedaruratan
Pemyiapan dukungan dan
sumberdayaiogistik
Penyiapan sistem informasi
dan komumnikasi yang cepal
dan terpadu guna

mEndukung fugas
kabencanaan

Penyiapan dian
pedmasangan IrstruTEr
sistem peringatan dinl (early
warming)

Penyusuhan FENGANS

kontipensi (contingency plan)
Mobilisasi sumber daya
{personil dan
[FREArANAI AT
peralatan)

Pengkajian secara oepal
dan  tepal  kerusakan,
karugian, dan sumbar daya.
Penentuan slaius keadaan

darural Dencans
Penyelamatan dan evakuasi
masyarakal tarkena
bencana

Pemanishan kabutuhan
dasar
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m. Pedindungan tarhadap |
kalompok rantan

n. Pemulihan dengan segera
prazsrana dan sarana vilal, |

3. Transisi Darurat I

o, Pemenuhan kebutuhan
dasar

p. Perdindungan kelompok
rentan

q. Perbaikan darural

3 Pasca Bencana | 1. Membangun partisipasi 1. Pengksjfisn kebutuhan pasca

Mengedepankan bencana
koordinasi 2. Pesyusuman rencana  aksi
3. Muelasksanakan tata kelola rehabdfitasi dan rekonsbruksi
pemerintahan yang baik 3. Pengalokasian sumber daya
4, Manjaga kesinambungan dan dana
I B Mm;mm 4. Pelaksanaan rohablitasi dan
pembangunan  bertahap rekonstruksi
berdasarkan skala | > FPengendaslian dan evaluasi
prioftas serta pelaporan

B, Membangin kambal
menjadi  labih bailk dan |
lebih  aman  berbasis |
pEnguUrangan risiho |
bancana

7. Meningkatkan kapasitas
dan kemandifan

B. Mengarusutamakan

keselaraan grerclar, .

kefompaok rentan, I
| penyandang  disabilitas,

chan keadikan.

I |
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Indonesia menyadan bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius
sejak terjadinya gempabumi dan disusul 1sunami yang menerjang Aceh dan sekitarmya
pada 2004. Kebancanaan marupakan pambahasan yang sangat koemprahensif dan multl
dimensi. Menylkap! kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun,
pemikian terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan
olsh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia
membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup
beberapa aspek antara lain:

1. Legisiasi







REHNCAMNA PENANGGULANGAN BENCANA [RPE)
KABUPATEN ENREMANG
TAHUN 2023-2027

Dar sisl legislasi, Pemenntah Indonesia telan mengesahkan Undang-Undang
Nomaor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Produk hukum di bawahnya
antara lain Peraluran Pamerintah, Peraturan Preasiden, Peraturan Kepala Kepala Badan,
sara paraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum).

2. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan
Naslonal Penangguiangan Bancana (BNP8) merupakan focal point lembaga pemenntah
di tingkal pusal. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di kabupaten
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (EPBD) Kab. Enrekang.

Dan sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokel dibentuk untuk
mamperkual penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat
nasional, tarbentuk Platform Masional (Flanas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia
usaha, parguruan tinggi, media dan lembaga intemasional. Pada tingkat lokal, kita
mengenal Forum PRE Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

3. Pendanaan

Saat ini kebencanasn bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapl melibatkan
internasional. Komunites intermasional mendukung Pemenntah Indonesia dalam
membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lan,
kepedulian dan keseriusan Pemerntah Indonesia terhadap masalah bancana sangat
tinggi dengan dibukiikan dengan penganggeran yang signifiken khususnya untuk
pengarusutamaan pengurangen risko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa
pendanaan yang lerkait dengan penanggulangan bencana di iIndonesia:

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
Dana Kontijensi
Dana On-call
Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
Dana yang barsumber dari masyarakat
Dana dukungan komunitas internasional
Swnbr Sizlem Penangguiangan Bencana - BNPB

3.3 HKebijakan Penanggulangan Bancana Daerah

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerntah daerah dan
seluruh instansl terkail, namun demikian disadar bahwa kerja sama multipihak pada
marupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan
bencana. Berdasarkan [su Stralegis terfihal bahwa Kabupaten Enrekang telah memiliki
capaian dan dasar-dasar sistemn penyelenggaraan penanggulkangan bencana. Namun
demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinifai belum cukup untuk memberikan dampak
vang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. Dengan
memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Masional, Kedudukan RPB
seria Isu Straiegis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan
kepada Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan

Bencana.

=
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Kebijakan penangguiangan bencana Kabupaten Enrekang menjadi dasar
pengambilan tindakan oleh psmangku kepentingan unfuk mengurangl risiko bencana
yag lerjadi di Kabupaten Enrekang. Terdapal fokus kegiatan yang disusun bardasarkan
kajian risiko bencana daerah, tingkal ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka
Aksi Hyogo), pembefajaran dar daerah lain, dan masukan dan berbagal pemangku
kepentingan di Kabupaten Enrekang.

Penyusunan program Rencana Penanggulangan Bancana (RPB) Kabupaten
Enrekang juga harus disinkronkan dengan Rencana Masional Penanggulangan Bencana
[RENAS PB). Sinkronisasl ini bertujuan untuk melihat keiercapaian program nasional
dan meamudehkan Kabupaten Enrekang mendapatken skses bantuan dalam
pelaksanaan program yang telah manjadi kebijakan nasional,

Berdasarkan UL MNo. 24 tahun 2007, terdapat 3 tahap penyelenggaraan
penanggulangan bancana yang meliputi Tahap pra bencana, Sasat tanggap darurat dan
pasca Bencana,

34 HKerangka Kerja Pra Bencana

Pada tahap pra bancana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan paningkatan
pencagahan dan mitigasi bencana pada daerah proritas. Pencegahan dan mitigasl
dimaksudkan untuk mengurangl jumiah jiwa terpapar, kerugian ekonom| dan kerusakan
lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang parisipasi masyarakat untuk
tarlibat secara akitif dalam kegiatan pesnangguiangan bencana. Peru pemasyarakatan
program kegistan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan
formal maupun non formal, pemaduan kerjasama sekior dalam penanggulangan
bencana dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
secara pertisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharsi berdasarkan kondisi lokal yang
ada. Berikut kerangak kerja pra bencana yang harus dilakukan oleh stakeholder, OPD

dan lembaga di wilayah Kabupaten Enrekang.

ar
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3.5 Kerangka kerja saat bencana

Penanganan darurat depat dilakukan dengan menerapkan konsep
panyelanggaraan penangulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan
melibatkan sekior terkalt ontuk terdibat secars mandin dan proaktif. Upaya yang
dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin
dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan
infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darural bancana dapat membangun
koordinasi lintas sekior dan mulli pihek unfuk mendukung percepatan penanganan
bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan pemaksimalan
pengelolaan PUSDALOPS sehagal pusat informasi penanganan tanggap darurat
bencana. PUSDALOPS PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang
terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bartukar
informasi pelsksanaan tanggap darural bencana. Berikut peran stakeholder & OPD
dalam situasi tanggap Bencana sebagai barikut;
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3.8 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka keqa pada fase Pemulihan dampak bencana dapat dilakukan dengan
metibatkan ssmua sektor terkalt untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana. Aksi rehabiitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi
perbaikan sarana fislk, perbaikan bidang ekonomi, social dan budaya dan perbakan
kondisi lngkungan. Pemulihan dampsk bencana dapat pula dilakukan dengan
mambaniuk budaya mandini pada masyarakst agar secara mandiri mamiliki kesadaran
untuk membangun kembali wilayah nya. Berikul peran stakeholder & OPD pada situasl
pasca bencana:
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3.7 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana

Sumber pendanaan penangguiangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 4 ayal (2) PP No, 22/2008 berasal darl (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(AFBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakal.
Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No.
2212008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat
baik dalam dan luar negeri. Angggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik
melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan
pascabencans. Disamping fu, pamarintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap
pakal dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnys, pemerintah dan pemerintsh daerah
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) hurup © PP No. 22/2008, mendorong
partisipasl masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dar masyarakat, Dana
yang barsumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan
yang diterima oleh pemarintah daerah dicatal dalam APBD, Pemerintah daerah hanya
dapat manerma dana yang barsumber dar masyarakat dalam nageri, hal ini ditegaskan
dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong parisipesi masyarakal, pemerintah dan pemerintah daerah
dapat (1) memfasililasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana
penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang skan melakukan
pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian
masyarakal uniuk berpartisipasi dalam penyediaan dans. Setiap pengumpulan dana
penangulangan bencana wajib mendapal izin dar instansilembaga yang berwenang.
Setiap @zn yang diberikkan oleh instansilembaga, maka salinannnya disampaikan
kepada BNPB atau BPBD. Berikut mekanisme pendanaan penanggulangan bencana
Kabupaten Enrekang:

A. Penggunaan Dana

Penggunasn dana penanggulangan bencana diakssanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, BPNB dan/atau PEPD sesusi dengan tugas pokok dan fungsinya,
Dana Penanggulangan digunakan sesual dengan penyelenggaraan Penangulangan
Bencana yang mefiputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau
pascabencana,

1. Penggunaan Dana Pra-Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana
dilakukan sesual dengan ketentuan persturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan vyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungiawabannya. Dana penangguiangan pada tahap prabencana dialokasikan
unluk kegiatan dalam situasi:

a. Tidak terjadi bancana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi

penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan
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risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan anafisis
risiko bencana, (5) fasiitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (B)
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penangguiangan bencana dan, (7)
panyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan danannya meliputi: (1) kegiatan

kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan,
pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini,
penyediaan dan penylapan barang pasckan, pengorganisasian penyuluhan
dan latihan tentang mekanisme tanggap darural, penyiapan lokasi evakuasi
dan lain-lain, (2} pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi:
pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana,
pangambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. penyebarluasan
informasi tentang perngatan bencana dan pengambidan tindakan oleh
masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lein meliputi
pelaksanaan penalaan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan
infrastruktur dan tala bangunan, serta penyelenggaraan penddikan,
penyuluhan, dan pelatihan bailk secara konvensional maupun modem.

2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saal tanggap darurat

maliputi;

b.
E.

Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau
APBD untuk masing-masing instansifembaga terkail,

Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB

Dana siap pakal yang telah dislokasikan pemerintah daerah dalam anggaran
BPBD. BNPE astau BPBD sesual dengan kewenangannya mengarahkan
penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APEN
dan APBD.

. Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeduaran anggaran untuk keglatan

yang sifainya tidak biasa dan ftidak diharapkan berulang saparti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran fidak
isrduga lainnya yang sangat diperukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat’dasrah. BTT dialokasikan oleh pamarintah
daerah dalam APBD.

Bantuan keuangan yang dialokaskan delam APBD kepada kabupaten Kota
yang lerdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darural
bencana. Pemberian bantuan keuangan di tetapkan oleh gubemur

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi;

a.

b.

Pelaksanaan pangkajian secara cepat dan tepal terhadap lokasi, kerusakan,
dan sumber daya,
Kegiatan penyalamatan dan evakuasi masyarakal lerkena bencana
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